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A, Latar Belakang Masalah

Dengan berpedoman kepada Q@aris-garis Besar..Halu-
an Negara (GBHN) yang merupakan ketentuan sidang umnm
Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) NWowor {1I/MPR/1%7y,
maka kebijaksanazn pemerintah kabinet pembangunan VI da
lam menyukseskan pembangunan Repelita diarahkan un tuk
mencapai sasaran-sasaran yang telah diruwmuskan dalam

Panca Krida kabinet pembangunan VI,

Berdasarkan hal tersebut di atas mzka kegiatan
di sektor pedagang kecil ikut ambil bagian dari potensi
ekonoinl bangsa juga harus diarahkan untuk mewujudkan sa
saran-sasaran tersebut dalam arti dapat menjamin kelan-
caran sirkulasi barang dan merangsang kegiatan usaha,
serta memberikan pemeritaen pendapatan dan kepastian hu

kum,

Dalam hubungan ini perijinan usaha bagl pedarauy
kaki lima (PK-5) merupakan alat uatuk keverluan pencrti
ban, pengarahan, pembina=an dan nengawasan kegiatan usa-
ha perdagangan menuju kepada tata tertib usaha, sching-
ga pada gilirannya sasaran-sasaran pembangunan tersebut

di atas dapat diwujudkan, untuk itu ketentuan dan  pro-
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sedur perijinan usaha di bidang perdagangan bagi peda -
gang kaki lima (PK-5) yant sekarang ini bersumber pada
Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya

Nomor 15 tahun 1987 guna renunjang perkembangan sektor

perdagangan dalam mewujudkan Trilogi Pembangunan.

Memperhatikan tujuan dan fungsi usaha di bidang
perdagangan sebagaimuna diuraikan di atas, maka pemerin
tah daerah menetapkan penyempurnaan ketentuan perijinan
usaha bagi pedagang kali lims (PK~5) dalam Lembaran Dae
rah Kotamddya Daerah Tirgxat II Surabaya tentang periji
nan yang disempurnakan ¢i bidang usaha perdagangan ke-
cil, Lembaran Daerah dimsltsud merupaken penyempurnaan
dari Peraturan Daersh Tinykzt IT Surabaya Nomor 1 tahun
1981 yang disahkan cdongan keoutusan Gubernur tanggal 13
Nopember 1981 dan divndanrzikkan dalam Lembaran Daerah ta-

nggal 20 Januari 1682 Jemor 1/B tentang pemungutan uang

leges.

Peraturan mengenai 3Surat Ijin Usaha Pedagang Ka-
ki Lima (éIUPK-S) adalah sudah dilindungi oleh Peraturs=
an Daerah Kotamadya Nomor 15 tahun 1987 pasal 7 bahwa
pemberian ijin dalam hal ini hanya bersifat sementara
dan sewaktu-waktu dapat dicabtut sesuai dengan pasal 5
ayat 4 Peraturan Dzerzh Nomor 10 tahun 1987 tentang pe-
ngaturan tempat usahra dgn perbinaan pedagang kaki lima

(PK-5) yang befupa {asa, pemberian ijin.maupun jasa ad-
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ministrasi sehiinggs dipaniang perlu mengadakan pemungut

an leges atas pemberiar jasa tersebdut.

Pasal tersecut mengandung pengertian bahwa éeti—
ap pengusaha bagi pedagzang kaki limé (PK-5) harus mempu
nyai surat ijin usaha perdagangan kaki lima (SIUPK=5),
Namun demikian masih ada piahk pedagang kaki lima yang
tidak menaati cara dalam melakukan usaha perdagangan a-
tau sengaja melanggar aturan yang telah berlaku tanpa
memperdulikan peraturan yarg telah berlaku atau yang te
lah ditetapkan cleh vemerintah, maka dalam hal ini bisa
merupakan suatu velanggaran dan perbuatan kejahatan pa-
da ijin usaha perdagancan kaki lima (PK-5) dan juga me-

rugikan pihak pemerintah,

Dalam Peraturzn Daerah Nomor 15 tahun 1987 kewe-
nangan dalam mengeluarkan ijin tempat usaha pedagang ja
ki lima pasal 5 bahwa ijin pengeluaran surat ijin peme-
kai tempat usaha pedagang kaki lima untuk setiap dua
meter persegi (2 me) ditetapkan ijin yang berlaku sam-
pai dengah tiga bulan dan ijin yang berlaku sampai de;

ngan enam bulan.

Dalam masalal: tersebut, Islam memberikan keluasan
kepada para mujtahid untuk mempergunakan ijtihadnya se-
suai dengan kemaslahatan yeng akan dicapai apabila ti-
dak 2dz nash secara tegzs mengaturnya, dalam hal ini

nash-nash hanya membarikan garis besarnya saja. Sehing-



b
ga uniuk mengetahul acurain-atlesy oraa-no1ma Cartinaap
sanksl pelanggac:ol wenarut habum 48l perlu diadaban

1juinnd.

Noenun demdiklan, uncuk Melipgabidial s jauluaana  po-
langgaran yang dilaliukian oleh Yi-5 gehinpe dikenalkan

[ Xwig

ganksl aan untuh menzssbud prosaes pelaksanaan Fi.-5 Jjuga
cara wmangreroleh 1jin usaha Carsebut, maka perlu adanya
penclician yang lenin jril dan lebil mandal .,

~

By +dentifikasi masnlah.

Varl paparan latar balnkang masalah di atas, dike
Cahil baliwa masnlah pokok yng Ingln dipelajarli  adnlass
"orudl tent ang pedagang kaki llma di keluraban Parata Jda
ya bace. Yubang bodyn vatl L4 burabaya'. Agar masalah ini
Agar masalah inl lebih Jelas perlu dillmbungkan dengan
keharusan bagl subyeknya untuk mematuhi aturan~aturan dn
lan el akukan akeoificas perdagangan kaki lima (¥Fh-5) gg-
sunl dengan hukum Lslam. waka masalsh pokok perumusannya
adalan ¢ "Ltudl Lentang pedagmng kaki lima (Yii=5) qi he-

-

lurah iz bLarata Jaya sac. Gubang bodya Vati 14 ditinjau

i
manuirub hulkum +glam

C, Peubrt asan masalal,

Magalal sanksl pelanggzaran terscebut dlednjau -



t.

5

marut hukum +slam masih bersifat wnwn, karena itu masih
mems rlulkan pembatasmn. Lajian Inl dibatasi pada masalahd
"Prosey pelaksanaan Yh-5 dan prosesnya mewporoleh 1ijin

usaha serta proses pemverian sanksi bagl Fh-5 yang mela

(T yed

: )
nggar perda %o, 15 tahun 1987
Yoprwnusan masalah.

agar masalah ind tlsa 1abih praktis dan lebihh ope-

rasionnl, mnka masalah ini dirwnaskan dal@ae baentuk per-

tanynnr~parvanyann sebnzal berikut

1, Lagalmana daskripsi tenvang tata laksana Ya-5 di kelu
rahan Barata J aya Uubsng Surabayn ¢

2. Sanksi apa sajakrh yang diberikan bagl Yh-5 yang me-
langgzar Yerda Mo, 15 tahun 1987 di kelurshan Barata
J aya Yubeng Surabaya selann tehun 199l %

5. Lazalaana tinjauan hulkum islan terhadap sanksi hukum
bagi Fh-5 yag melanggar Yerda i\o. 15 tahun 1987 ter-

seoutb ¥
Ldujuman studi,

va jalan dengan peroanyann-peruanyann di avas, ma-

ka tujuan studi inl adalah ssbagrd Lerikut ¢
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1. Mendeskripsikan tentang tata laksana PK-5 di Kelurah
an Barata Jaya Kec. Gubeng Kodya Dati II Surabaya.
2. Mengetahui dan menetarkan sanksi-sanksi yang diberi-
kan bagi PK-5 yzng melanggar Perda No., 15 tahun 1987
di Kelurahan Barata Java Kec., Gubeng Kodya Dati II
Surabaya, selamz tzhun 1994,
3, Menetapkan apakah dzlam memberikan sanksi bagi PK-5
yang melanggar Perda No., 15 tahun 1987 tersebut ter-
dapat penyimpangan-venvimpangan terhadap norma-norma

/aturan-aturan menurut hukum Islam atau tidak.

F, Kegunaan Stﬁdi

Hasil studi ini diliarepkan dapat bermanfaat, se-

kurang-kurangnys untuk duvua hal

1. Dapat dijadikan bahan untuk menyusun hipotesa bagi pe
nelitian berikutnya, untuk mengetahui dan menetapkan
sanksi-gsanksi yang diberikan bagi PK-5 yang melang -
gar Perda No, 15 tahun 1987 di Kelurahan Barata Jaya
Kec. Gubeng Kodyz Dati TII Surabaya.

2. Memberi sumbangan wawasan berfikir lewat dogma yang
ada kepada masyarakat, bahwa agama Islam mengatur se
gala aspek kehidupan. *%idak terlewatkan khususnya da
lam bidang jinayzh (kriminologi) yaitu tentang pela-
nggaran-pelangzaran terazdap ketertiban di tengah-te

ngah masyarakat, khususnya bagi para PK-5.



G. Pelaksanaan Penelitian

1. Lokasi/daerah peunelitian,

3.

Penelitian ini dilaksanakan di Kelurahan Barata Jaya
Kecamatan Gubeng Kodya Dati II surabaya. Adapun Pe-
milihan lokasi ini didasarkan atas pertimbangan, an-

tara lain :

a. Berdasarkan penelitian, bahwa masyoritas penduduk
nya adalah beragams Islam, sehingga segala tindak
tanduk baik bermui'malahnya selalu wmemperhatikan
aluran-aturan hukun Islam,

b. Penduduk yang bersangkutan dan eparat-aparat peme
rintah tidak keberatan untuk diwawancarai, sehing
ga pelaksanaan penggalian datanya dapat berjalau

dengan lancar.

Subyek Penelitian.

Dalam penelitian ini yang menjadi atau diperlukan se

bagai subyek penelitian adalah ; Pembina PK«5, PK-5

Populasi dan sampel.

Berdasarkan penelitian pendahuluan bahwa Jjumlah peda
gang kaki lima (PK-5) yang ads di Kelurahan Barata

Jaya Kec. Gubeng Kodya Dati IT Surabaya sebanyak 60



stand. Mengingat jumlzh populasinya yang cukup
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nyak dan kurang memungicinkan untuk melaksanakan wa -

wancara secara keselurchnan, maka dalam penelitian

ini menggunakan teknik sampling. Dan yang dijadikan

sampel dalam penelitiar ini adalah :

- Pihak PK-5 sebanyak 12 orang

- Pihak pembina/pengurus/koordinator sebanyak 5

- Dari tokoh masyarakat sebanyak 2 orang.

Data yang berhasil digali,

orang

Sesuail dengan tujuan nenelitian yang telah disusun,

maka data-data yang berhzsil digali adalah, meliputi :

a, Data tentang tuta luksana PK-5

b. Data tentang proses mengajukan ijin usaha

c. Data tentang proses menerima/memperoleh ijin usa-

ha,

d. Data tentang nemberian sanksi terhadap PK-5 yang

melanggar Perid: No. 15 tahun 1987,

Sumber data.

Data-data di atas

bagai berikut :

a2, Responden :

diperoleh dari sumber-sumber

rPara pedagang kaki lima (PK-5)

di ¥Xelurahan Barata Jaya.

se-



b, Informan : - Pembina/vengurus/koordinator
- Avarzt pemerintah/tokoh masyarakat
c. Dokumen : yaitu cacatan-catatan, tulisan-tulis
an yang berhubungan dengan masalah

tersebut,
Teknik penggaliszn date,

Data-data di atas digeli dari sumber datanya masing-

masing sebagai berikut

- Penggalian data dari sumber utama dengan mengguna-
kan teknik wawancera.

- Sumber data literer (dokumen) digali dengan teknik
telaah dokumen,

Kegiatan penggalien data ini menggunakaﬁ pedoman wa-

wancara sebagai instrumen pengumpul datanya.

7. Metode analisis data,

Setelah data terkumpnul secara keseluruhannya, maka di

lakukan analisis secéra kualitatif, dengan tahap-ka-

hap sebagai berikut :

- Editing, yaitu pen=liti mengadakan pemeriksaan kem
bali data-data yang dineroleh dari hasil wawancara
kemudian disesuvailzan dengan urut-urutan kelompok -

nya.
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- Pengorganisasian data, yaitu guna menghasilkan ba-

han-bahan untuk merumuskan deskripsi yang meliputi

a. Data tentang faota laksana PK-5

b. Data tentang proses msengajukan ijin usaha

c. Data tentang proses menerima/memperoleh ijin u
saha

d. Data tentang pemberian sanksi terhadap PK-5 yang

melanggar Perda Mo, 15 tahun 1987,

H. Metode Pembshasan H=zsil Penelitian

Sejalan dengan arch studi yang telah dipilih sebelumnya

maka metode pembzhasen yang dipergunakan adalah :

- Metode induktif, yaitu tirulai dengan mengemukakan ke
nyataan-kenyataan yang bersifat khusus dari hasil ri-
set, kemudian dizkhiri dengan simpulan yang bersifat
umum,

- Metode deduktif, yaitu diawall dengan mengemukakan te
ori-teori, dalil-dalil =ztau kesimpulan yang bersifat
umum uﬁﬁuk selanjutnya dikemukagan kenyataan yang ber

sifat khusus dari hasil riset,



